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Abstract

The legal basis of bank secrecy provisions in
Indonesia at first was Act No. 7 of 1992 concerning
Banking but later amended by Act No. 10 of 1998.
The definition of bank secrecy by Act No. 7 of 1992
given by Article | point 16 that the bank secrecy is
everything related to the financial and other
matters of bank customers in the ordinary course of
banking world shall be kept confidential. This
understanding has been changed with a new
understanding by Act No. 10 of 1998. By law the
new formulation given in Article I paragraph 28 of
Law No. 10 of 1998 are full reads as follows: "The
secret bank is everything relating to information on
Depositors and savings. "
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Abstrak

' Dasar hukum dari ketentuan rahasia bank di
Indonesia mula-mula ialah Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tetapi
kemudian telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998. Pengertian rahasia bank
olehh Undang-Undang Nomor 7 Tahun [992
diberikan oleh Pasal | angka 16 bahwa rahasia
bank adalah segala sesuatu yang berhubungan
dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah
bank yang menurut kelaziman dunia perbankan
wajib dirahasiakan. Pengertian ini telah diubah
dengan pengertian yang baru oleh Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998. Oleh Undang-
Undang itu rumusan yang baru diberikan dalam
Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10
Tuhun 1998 yang lengkapnya berbunyi sebagai
berikut : "Rahasia bank adalah segala sesuatu
yang berhubungan dengan keferangan mengenai
Nasabah Penyimpan dan Simpanannya."

Kata kunci : "Rahasia Bank”

A. PENDAHULUAN

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan
sistem pembayaran suatu negara. Bahkan pada era
globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi

1. Penulis adalah Dosen Tetap pada Sckolah Tinggi llmu
Hukum Sumpah Pemuda.

16 Displin Vol. 21 No. 08 - Desember 2015

bagian dari system keuangan dan sistem
pembayaran dunia. Mengingat hal yang demikian
itu, maka begitu suatu bank telah memperoleh i1zin
berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter dari
Negara yang bersangkutan, bank tersebut menjad:
“milik" masyarakat. Olch karena itu eksistensinya
bukan saja hanya harus dijaga olch para pemilik
bank itu sendiri dan pengurusnya, tetapi juga oleh
masyarakat nasional dan global. Kepentingan
masyarakat untuk menjaga eksistensi suatu bank
menjadi sangat penting, lebih-lebih bila diingat
bahwa ambruknya suatu bank akan mempunyai
akibat rantai atau domino effect, yaitu menular
kepada bank-bank yang lain, yang pada gilirannya
tidak mustahil dapat sangat mengganggu fungsi
sistem keuangan dan system pembayaran dari
negara yang bersangkutan. Hal ini adalah seperti
yang pernah terjadi ditahun 1929-1933 ketika
kurang lebih 9000 bank di Amerika Scrikat, atau
kurang lebih setengah dari jumlah bank yang ada
pada waktu itu gulung tikar.

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang
eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan
dari para nasabahnya yang mempercayakan dana
simpanan mereka pada bank. Olch karena itu
bank sangal bcrkepentingan agar kadar
kepercayaan masyarakat, yang telah maupun yang
akan menyimpan dananya, terpelihara dengan
baik dalam tingkat yang tinggi. Mengingat bank
adalah bagian dari sistem kcuangan dan system
pembayaran, yang masyarakat luas berkepentingan
atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut,
sedangkan kepercayaan masyarakat kepada bank
merupakan unsur paling pokok dari cksistensi
suatu bank, maka terpeliharanya kcpercayaan
masyarakat kepada perbankan adalah juga
kepentingan masyarakat banyak.

Ada bcberapa faktor yang sangat
mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat
terhadap suatu bank. Faktor-faktor tersebut adalah:
" Integritas pengurus;

" Pengetahuan dan Kemampuan pengurus baik
berupa pengetahuan kemampuan manajerial
maupun pengetahuan dan kemampuan teknis
perbankan;

" Kesehatan bank yang bersangkutan;

" Kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia
bank.2

Sebagaimana dikemukakan di atas, salah satu
{aktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan
kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank

2 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia,
PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hal. 168.
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